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ABSTRACT

The ulayat rights of indigenous peoples as a formmethod of land ownership by legal

institutions are widely available in the archipelagnd even constitute the largest number of
land areas in Indonesia. The customary land ofgembus peoples is a form of customary
community legal area whose ownership is controtetlectively by a group of tribes who

inhabit a certain area led by a traditional leagletuaka. However, what makes the difference
between ulayat land and village land is that uldgmadt is land controlled by certain customary
law communities and it contains ulayat rights, whilllage land is one of the lands which is the

right of the village as a whole.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan sehari hari merupakadamontuk tetap surviva meneruskan
keturunan, kebutuhan akan tanah tidak hanya teyloaiam kehidupan tetapi juga manusia yang
sudah mati saja masih membutuhkan tanah untuk tedmp@akamkan. Sementara keberadaan

luas tanah tetap saja jumlahnya. Keberadaan tamalalnya terbatas sedang orang yang
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berkeinginan untuk memiliki tanah semakin bertambdah hari ke hari. Kondisi yang tidak
seimbang antara permintaan akan tanah dengan jymelzlediaan tanah yang tidak seimbang,

merupakan kondisi riil penyebab terjadinya persodi@am hukum pertanahan di Indonesia.

Kondisi hukum pertanahan yang berlaku saat ini dendi undangkannya Undang -
undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan PBékdk Agraria (disebut UUPA), yang
mengakui keberadaan hak - hak atas tanah lgdag berlaku diwilayah Indonesia, juga
banyak yang menjadi sumber terjadinya sengketasjianakat. Sehingga sengat tepat apa yang
digambarkan oleh Valerine J.L. Kriekhoff, bahwa Haf&syarakat adat atas tanah menjadi topik
“bak cerita bersambung” yang tidak kunjung tamat skemakin lama semakin “kompleks dalam

ceritanya”.2

Dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa keduduteamah ulayat (lasim disebut
dengan istilah hak ulayat3) masyarakat adat dalakurh postif (UUPA) yang secara formal
diakui keberadaannya tetapi masih dapat disankdikdmva pengakuan tersebut masih dalam
tataran konsep namun belun dapat diaplikasikannddlentuk nyata. Dan mungkin dapat
dinyatakan bahwa pengakuan yang diberikan oleh fdegehadap keberadaan tanah masyarakat
adat masih dalam taraf pengakuan yang terbatasinHdlapat dilihat dalam pasal 5 UUPA

dinyatakan:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat,
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia  serta  dengan peraturanperaturan yang
tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu

dengan mengindahkan unsur/unsur yang bersandar pada hukum agama.

1 Hak-hak atas tanah masyarakat adat yang diistila&eagam diberbagai daerah misalnya, pertuanamthiof, penyampeto
Kalimantan, prabumian Jawa, limpo Sulawesi t8eledan lain—lain. Boedi Harsono, noo5, Hukugrakia Indonesia

(Sejarah Pembentukan Undangdang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, dembJakarta, hal. 186. Bandingkan dengan
Ida Nurlinda, bahwa oleh berbagai pakar, hak uldistikandalam berbagai perumusan, namun perunitisamempunyai
berbagai persamaan pemahaman, meski istilah yaeggdinakannya berbeda, tidak selalu dalam istiétubayat, Ida

Nurlinda, noo9, Prinsip— Prinsip Pembaharuan Agrerspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 6

2 Valerine J.L. Kriekhoff, noos, Hukum dan Kemajdw@n Budaya (Sumbangan Karangan Untuk MenyambutWarig Tahun

ke co Prof. Dr T.O. lhroni), Editor E. K. M. Masimbow, Yayasan Obor Indonesia, hal. 1ce.

3 Hak ulayat itu sendiri adalah nama yang diberikgara ahli hukum pada lembaga hukum konkret antara
masyarakatmasyaakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya giesebut tanah ulayat dan merupakan “lebenstraum”
bagi warganya sepanjang masa, Boedi Harsono, Qpa&lin8o
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Semakin jelas bunyi pasal diatas bahwa pengakualadap keberadaan tanah ulayat
masyarakat adat adalah pengakuan yang sifatnyatastbartinya jika hak- hak atas tanah
masyarakat adat bersinggungan dengan kepentingaeripgah maka masyarakat adat tidak
akan diberikan perlindungan yang penuh. Tidak aalgngakuan yang memberikan pengakuan
yang penuh terhadap tanah masyarakat hukum adapehaerintah yang banyak menimbulkan
sengketa pertanahan antara masyarakat dengan &iekad@ngan yang mendapatkan hak atas
tanah dari pemerintah yang berasal dari tanah malgtaulayat hukum adat. Dan jika tanah
ulayat jika dikaitkan dengan tanah desa ( yaitahayang dimiliki oleh pemerintahan desa dan

disertifikatkan atas nama desa). Pada dasarnyh tdagat adalah aset desa. Aset desa itu dapat

palelangan ikan, palelangan hasil pertanian, hotdik desa, mata air milik desa, pemandian
umum, dan asset lainnya milik Desa. Itu sebabnyavhaanah desa dan tanah ulayat sama —
sama merupakan tanah — tanah adat yang menjadimdaiarakat Adat yang terdiri dari hak
ulayat dan hak desa.4 Akan tetapi yang menjadi pdmfantara Tanah Ulyata dengan Tanah
Desa adalah Tanah Uayat merupakan tanah yang dikol@h masyarakt hukum adat tertentu
dan didalamnya terkandung hak ulayat, sedangkaalhlBesa merupakan salah satu tanah yang
merupakan hak desa secara keseluruhan. Maka wapenulis akan mengupas mengenai hak —

hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat yandifikegkan atas nama pemerintah desa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hak ulayat masyarakat ad#atséierlakunya UUPA ?
2. Apa hak yang didapatkan bagi masyarakat adat taphtchah ulayat yang disertifkatkan

atas nama pemerintah desa ?
Metode Penelitian :

Tipe Penelitian ini adalah tipe penelitian hukurardna penelitian ini dilakukan berdasatkan

aturan- aturan hukum yang ditelaah guna menemuiasilari permasalahan isu hukum yang

4 https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaandh-ulayat-dengan-tanah-desa-1t59409b28e703e
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dihadapim dalam penelitian hukum ini. Pendekatagang digunakan dalam penyusunan jurnal
ini adalah pendekatan perundang — undangan (stgipeoach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach).

PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat Setelah Berlalunya Undang — Undang Pokok
Agraria.

- Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam UUPA

Hukum tanah yang berlaku bagi masyarakat Indonestara umum adalah hukum tanah
yang masih berpedoman pada hukum adat masisigg suku yang berdiam diseluruh
wilayah nusantara, yang lasim disebut dengan histikek ulayat. Hak ulayat merupakan istilah
yang diperkenalkan dalam kepustakaan hukum ada@adesebutan dan atau nama yang berbeda
dalam setiap wilayah hukum adat, dan merupakarpbaguasaan tertinggi dalam suatu wilayah

hukum adat sebab merupakan tanah bersama wargarnalestyadat tertentu.

Pengertian hak ulayat sendiri tidak ditemukan ddlHoPA, bahkan kata hak ulayat hanya di
kemukakan dalam pasal 3 dinyatakan;

Dengan mengingat ketentdaentuan dalam pasal 1dan 2 pelaksanaan hakfilayat
dan halhak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupaggehsesuai dengan kepentingan nasional
dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bsedaatidak boleh bertentangan dengan

undang - undang dan peraturan — peraturan lain ity tinggi.

Pada jaman Kolonial Belanda hukum tanah yang beréalah hukum tanah kolonial
sebagaimana diatur dalam Kitab Undandang Hukum Perdata (KUH Perdata) bagi golongan
Eropa dan hukum Adat bagi golongan Pribumi (Ind@nasli). Kedua hukum yang berlaku dan
mengatur masalah pertanahan mempunyai karakteyatig sangat berbeda. Dimana hukum

tanah kolonial sebagaimana diatur dalam buku Il KBerdata memberikan jaminan dan
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kepastian hukum sebab merupakan hukum yang terilkén pihak hukum adat sebagai hukum
yang tidak tertulis tidak memberikan jaminan dampdstian hukum sebab bukan merupakan
hukum tertulis, sedang hukum adat sebagai hukunyaresat pribumi mengatur bagian terbesar

hukum tanah di Indonesia pada saat itu.

Setelah merdeka hukum tanah yang berlaku masibpakan warisan kolonial, namun
perubahan fundamental terjadi setelah di undangkabtUPA karena terjadi perombakan secara
mendasar hukum tanah yang berlaku. PemberlakuanAW@diag mengatur pertanahan telah
mengganti hukum tanah kolonial menjadi hukum Neaiglang berlaku bagi seluruh golongan
masyarakat, sehingga sesuai dengan jiwa dan kapentirakyat Indonesia. Sebagaimana

dinyatakan Budi Harsono;

Perubahan itu bersifat mendasar dan fundamenteén&abaik mengenai struktur perangkat
hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya, unaiginya, yang dinyatakan dalam
bagian berpendapat UUPA harus sesuai dengan kegentrakyat Indonesia serta memenuhi

pula keperluannya menurut permintaan 5.

Sebagaimana diketahui UUPA telah mengakhiri plsmadi perangkat hukum yang
mengatur bidang pertanahan dan menciptakan hukoah tauinggal berlandaskan hukum adat.
Pemilihan hukum adat sebagai dasar pembangunanmha&oah nasional yang baru telah
merombak hukum tanah kolonial menuju hukum tanamgysesuai dengan lembdgabaga
hukum dan kesadaran hukum masyarakat IstBondukum adat sebagai sumber utama,
maka asas, nama dan lembaga hukum adat diangkegasedumber pembentukan UUPA itu
sendiri dan peraturan perundang- undangan laisepagai pelaksana dari UUPA. Sebagai
sumber pelengkap atau sekunder, mana asas namentlaaga menjadi alternative hukum
dalam menyelesaikan persoalan — persoalannpgéida yang terjadi pada masyarakat yang
pengaturannya belum dibuat oleh pemerintah. Sehisgggat tepat penyusunan UUPA yang

merupakan realisasi pelaksanaan UUD 4S pasal 333ydinyatakan:

5 Boedi Harsono, Ibid, hal. 1.
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“Bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan gtmy terkandung didalamnya di

kuasai oleh Negara dan dipergunakan sefbesanya kemakmuran rakyat”.

Pengertian bumi sebagaimana disebutkan dalam UUDméBupakan pengertian yang
sangat luas sehingga sudah mencakup dalam pengertgh. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4
ayat (1) UPA dinyatakan;

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yiamaksud dalam pasal 2
ditentukan adanya macamacam hak atas pemukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orargg, baik sendiri maupun bersamasama
dengan orang- orang lain serta badan- badamuk

Bunyi pasal diatas telah memberikan pengertian yaag mengenai kata bumi dalam
pasal 33 ayat (3) UUUD 4S, dimana kata bumi terkakalam pengertian tanah yang hanya
meliputi bagian permukaan dari bumi saja yang daphaki oleh masyarakat Indonesia,
sementara bumi dalam arti tubuh bumi dikuasai holenegara untuk digunakan
sebesalsesarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan negara atas tanah yang
bertujuan pemanfaatan untuk kemakmuran masyaradamdhal ini masyarakat adat yang
merupakan komunitas terbayak dari rakyat Indonesiaka suatu kewajaran kalau landasar
hukum penyusunan UUPA berdasar pada prinsip dsagsas dalam hukum adat sebagai

hukum asli bangsa Indonesia.

Mengenai keberadaan Wakk masyarakat hukum adat atas tanah yang lasim disebut
hak ulayat terdapat di seluruh wilayah Indoneslanana bagian terbesar dari hak atas
tanah masih dalam penguasaan masyarakat hukurteaataina didaerdflaecrah yang masih
jauh  dari kota besar (masyarakat desa). Mastnah bagi masyarakat di Indonesia
mempunyai arti penting terutama bagi masyarakatimukdat tanah tidak hanya sebagai aset
yang berharga tetapi juga segaligus dalam kaitéigiug magis, sebab masih berhubungan

dengan rofioh nenek moyang. Hal tersebut sebagai dinyatakan Boedi Harsono;

Bahwa tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai

karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kel ompok yang merupakan
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masyarakat hukum adat, sebagai pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok
tersebut sepanjang masa. Disini tampak sifat religius dan unsur keagamaan dalam hubungan

hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu.

Pendapat di atas searah dengan penjelasan umuna dHgkl) UUPA; Dengan
sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai alengesadaran hukum dari pada rakyat
banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagiangariienduk pada hukum adat, maka hukum
agraria yang baru tersebut akan didasarkpola pada ketentudstentuan hukum adat
itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan digdesuaikan dengan kepentingan
masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam gabopa dengan dunia internasional,
serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesiag&ef@na dimaklumi maka hukum adat dalam
pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengarulitikp@lan masyarakat kolonial yang
kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

Pengakuan hdlak ulayat masyarakat adat yang merupakan pengejawantahan dari
hak - hak atas jabaran dalam pasal 5 UUPA divkyat

Hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalam
Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan

mengindahkan unsur/unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dari bunyi pasal di atas, maka dapat diketahui bahva hukum agraria (UUPA)
mengakui keberadaan hak- hak ulayat masyarakabukum adat di Indonesia, sepanjang
keberadaannya masih hidup di masyarakat. Dalam korgks hak menguasai negara atas
tanah, maka kedudukan hak menguasai tersebut terma& hak menguasai berada di atas

hak ulayat masyarakat adat Hal ini seiring dengan pendapat Ida Nurlinda bahw

“‘dalam kamus umum bahasa Indonesia (Poerwadarimahtz28), kata menguasai berarti
kedudukan berkuasa atas sesuatu atau memegang&akiaias sesuatu. Dengan mengacu pada

ketentuan konstitusi di atas, berarti hak menguasgara meliputi semua tanah, tanpa kecuali.
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Maka, rumusannya adalah bahwa negara memegang adasku atas sumigamber agraria
sebagaimana tertera dalam pasal 33 ayat (3) UUBA.94

Dalam konsep hak menguasai negara kaitannya dénagramayat masyarakat adat, tidak
berarti bahwa negara menguasai sumbeber daya agraria termasuk hak/hak ulayat
masyarakat adat adalah sekaligus juga sebagaiibesmtdls sumber daya agraria Indonesia.
Melainkan hak menguasai tersebut merupakan peisasiifdari kekuasaan seluruh rakyat
Indonesia yang diserahkan dan dipercayakan kepadmran sebagai menegerial demi
sebesabesarnya kemakmuran rakyat. Sebab konsep penguasaan dengan konsep kepemilikan
sangat jauh berbeda dengan apa yang dibayangkaiuselliberlakunynya UUPA yang

mengacu pada domain negara.

Hak Masyarakat Adat Terhadap Tanah Ulayat Yang Disetifikatkan Atas Nama
Pemerintah Desa

Tanah Ulayat diartikan sebagai tanah bersama parganmasyarakat hukum adat yang
bersangkutan. Sedangkan, hak penguasaan atasmasgarakat hukum adat itu dikenal dengan
Hak Ulayat.

Sementara itu, Tanah Desa adalah tanah yang dikdesatau dimiliki oleh Pemerintah
Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asldaesdau untuk kepentingan sosial. Pada
dasarnya tanah ulayat merupakan aset desa. Asetitdedapat berupa tanah kas Desa, tanah
ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahguian Desa, pelelangan ikan, pelelangan
hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air mili&da, pemandian umum, dan aset lainnya milik

Desa.

Tanah Milik Desa atau Tanah Desa dan Tanah denglrUkyat sama-sama merupakan
tanah milik adat yang menjadi hak masyarakat akkdn tetapi, yang menjadi pembeda antara
Tanah Ulayat dengan Tanah Desa yaitu di atas Tdfafat terdapat Hak Ulayat dan dikuasai
suatu masyarakat hukum adat tertentu. SedangkahTa@sa merupakan salah satu tanah yang

merupakan hak desa secara keseluruhan.
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Menurut Gunanegara dalam bukunya Hukum Pidana mgraogika Hukum Pemberian
Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana (hal.Bght@anah milik adat terdiri dari Hak
Masyarakat Adat dan Hak Adat Perorangan, yang rHakaMasyarakat Adat itu terdiri dari:

1. Hak ulayat
a. Hak pertuanan
b. Hak persekutuan

c. Beschikkingrechts

2. Hak desa
a. Tanah Milik Desa
b. Tanah Kas Desa
c. Tanah Bengkok
d. Ambtveld

Tanah dan Hak Ulayat

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikedirdJlayat, Tanah Ulayat diartikan
sebagai tanah bersama para warga masyarakat huatrngeang bersangkutan. Hak penguasaan

atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengatldskit.

Masih bersumber dari artikel yang sama, Hak Ulayatupakan serangkaian wewenang dan
kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berfgaioudengan tanah yang terletak dalam
lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahf60 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria ("UUPA”) mengakui adanya Hak UlayBengakuan itu disertai dengan 2 (dua)
syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengetakigamaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA,

Hak Ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataanngaimada”.

Dengan demikian, Tanah Ulayat tidak dapat dialinkeemjadi tanah Hak Milik apabila Tanah
Ulayat tesebut menurut kenyataan masih ada, msadityuktikan dengan adanya masyarakat
hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersamgk8ebaliknya, Tanah Ulayat dapat
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dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanahyataersebut menurut kenyataannya tidak ada

atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tdaygdt’u

Tanah adat sendiri juga didefinisikan sebagai tasaiy dikuasai secara bersama oleh warga
masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengetola dilakukan oleh pemimpin adat
(kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukanldzgk warga masyarakat hukum adat yang

bersangkutan maupun orang luar.

Jadi, hak penguasaan atas tanah oleh masyarakanladat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak
ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewagibatu masyarakat hukum adat, yang
berhubungan dengan tanah yang terletak dalam Inggkuwilayahnya.

Tanah desa

Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam NegeridddnTahun 2016 tentang Pengelolaan

Aset Desa (“Permendagri 1/2016”) menyebutkan bahaveah Desa adalah tanah yang dikuasai
dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagahssd#u sumber pendapatan asli desa dan/atau
untuk kepentingan sosial. Kekayaan milik Desa yaegupa tanah disertifikatkan atas nama
Pemerintah Desdtu artinya tanah milik desa yaitu tanah yang dinipemerintah desa dan

disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Pada dasarnya tanah ulayat merupakan aset desa.dés® itu dapat berupa tanah kas
Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, @mmbatahu, bangunan Desa, pelelangan ikan,
pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, naatamilik Desa, pemandian umum, dan aset
lainnya milik Desa.

Jadi, tanah Desa dan Tanah dengan Hak Ulayat samaisierupakan tanah-tanah milik adat
yang menjadi Hak Masyarakat Adat. Tanah milik adediri dari Hak Masyarakat Adat dan Hak
Adat Perorangan, yang mana Hak Masyarakat Adat tetdiri dari hak ulayat dan hak
desa seperti yang kami sebutkan di afslsan tetapi, yang menjadi pembeda antara Tanah
Ulayat dengan Tanah Desa adalah Tanah Ulayat mi@anpanah yang dikuasai oleh masyarakat
hukum adat tertentu dan di dalamnya terkandungukajat, sedangkan Tanah Desa merupakan

salah satu tanah yang merupakan hak desa secatarkban.
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Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola dan Pemanfaatamanah Ulayat / Tanah Desa.

Dalam artikel Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat, IT &itayat didefinisikan oleh Putu Oka
Ngakan et.al dalam buku Dinamika Proses DeserdshlSektor Kehutanan di Sulawesi Selatan
(hal. 13) sebagai tanah yang dikuasai secara barsdeh warga masyarakat hukum adat, di
mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pgminmadat (kepala adat) dan
pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masgtataukum adat yang bersangkutan

maupun orang luar.

Pemanfaatan tanah ulayat juga diatur dalam Perdab&ul16/2008. Pemanfaatan tanah
ulayat dapat dilakukan oleh anggota masyarakat @dasendiri, untuk kepentingan umum,
dimanfaatkan untuk kepentingan badan hukum danrgegan, serta bisa juga dimanfaatkan

oleh investor.

Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakiatlaplat dilakukan atas sepengetahuan
dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sdsngan ketentuan tata cara hukum adat
yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk keygamt umum dapat dilakukan dengan cara
penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulagatiabarkan kesepakatan anggota

masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengganuan yang berlaku.

Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan bad&anhwdan atau perorangan dapat
dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusalti@en pengelolaan antara penguasa dan
pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adgademadan hukum dan atau perorangan
dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain ydisgpakati berdasarkan masyawarah dan

mufakatkan serta, diketahui oleh pemerintahan meger

Pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat untuk kegantinmum dan untuk kepentingan
badan hukum atau perorangan, dapat dilakukan Bebeldan hukum atau perorangan yang
memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasiagk@sesuaian penggunaan tanah dengan

rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setesgsaiai kewenangannya.

Selain itu, investor juga dapat memanfaatkan taoktyat dengan mengikutsertakan

penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan &kastm masyarakat adat yang bersangkutan

712



;> HUKUM BISNIS :: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 6 Nomor 1, Aprel 2022

sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengamacamalam waktu yang telah ditentukan
dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat setaralis di hadapan pejabat pembuat akta
tanah/notaris. Bisa dikatakan bahwa pengelolaaahtariayat dilakukan oleh pemimpin adat
(kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukkandzegkwarga masyarakat hukum adat yang

bersangkutan maupun orang luar.

PENUTUP
Kesimpulan

Pada prinsipnya hak ulayat masyarakat hukum alddit teendapat tempat yang terhormat dalam
hukum tanah nasional (UUPA), sebab secar limitatteah mendapat pengakuan dan
perlindungan hukum baik dalam UUD 4S maupun daldsiA. Hanya dalam rangka kegiatan
pembangunan yang demikian giatnya kedudukan hajatulmasyarakat adat dewasa ini
sekarhkan semakin termarginalkan. Dengan demikian walaupun secara law in book hak
ulayat masyarakat adat sudah mendapat legalitasima®@ring tersingkir oleh kepentingan

kolompok yang berkerja sama dengan kekuasaan.

Dan dapat disimpulkan pula pada dasarnya tanalatutagrupakan aset desa. Aset desa itu
dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar pesar hewan, tambatan perahu, bangunan
Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertarhatan milik Desa, mata air milik Desa,

pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Jadi, tanah Desa dan Tanah dengan Hak Ulayat sama-sierupakan tanah-tanah milik
adat yang menjadi Hak Masyarakat Adat. Tanah radiat terdiri dari Hak Masyarakat Adat dan
Hak Adat Perorangan, yang mana Hak Masyarakat Adaterdiri dari hak ulayat dan hak
desa seperti yang kami sebutkan di afdean tetapi, yang menjadi pembeda antara Tanah
Ulayat dengan Tanah Desa adalah Tanah Ulayat maaanpanah yang dikuasai oleh masyarakat
hukum adat tertentu dan di dalamnya terkandungubafat, sedangkan Tanah Desa merupakan
salah satu tanah yang merupakan hak desa secaluriban. Meskipun tanah adat yang

sekalipun sudah disertifikatkan atas nama peméridésa, tetap tidak mengurangi kedudukan
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hak masyarakat adat untuk mengelola tanah ada&btgrsPengelolaan dan pemanfaatan tanah
ulayat yang disertifikatkan atas nama pemerintada dfapat dilakukan atas sepengetahuan dan
seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesugamld®tentuan tata cara hukum adat yang
berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingaom dapat dilakukan dengan cara
penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulagatiabarkan kesepakatan anggota
masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengamtuan yang berlaku. Pemanfaatan tanah
ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau gegan dapat dilakukan berdasarkan surat
perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara gemgian pemilik berdasarkan kesepakatan
masyarakat adat dengan badan hukum dan atau pgaoraalam jangka waktu tertentu dalam
bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawdesth mufakat di KAN, diketahui oleh
pemerintahan nagari.

Saran

Sebaiknya hak ulayat masyarakat adat yang sudaliapan legalitas baik dalam konstitusi
maupun UUPA, oleh pemerintah diberikan perlindungdemn kepastian hukum dengan
melakukan pendaftaran sehingga tidak dengan muetglisur oleh kepentingan dengan dalih
untuk pembangunan kepentingan umum. Dalam hal prsstam hak ulayat masyarakat adat
untuk pembangunan kepentingan umum dapat membekighidupan yang lebih baik bagi
masyarakat adat yang hak ulayatnya digunakan dkrigpabelum adanya pembangunan yang
mengunan hak ulayatnya.
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